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A. Latar Belakang  
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas 
administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara 
Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah 
Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. 
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yaitu Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, 
untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan 
untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki 
tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada masyarakat. 
Universitas  Negeri  Jakarta  sebagai  salah  satu  institusi   yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 





karena itu setiap mahasiswa membutuhkan pengalaman yang dapat berguna di 
dunia kerja. Maka Universitas Negeri Jakarta mewajibkan kepada seluruh peserta 
didik untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa 
perkuliahan ke dunia kerja yang nyata. Program ini juga berguna untuk melatih 
mahasiswa untuk beradaptasi dilingkungan kerja dan  dapat  mengetahui  
kemampuan  apa saja  yang  dibutuhkan  di  dunia kerja. 
Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi,   Program   PKL   ini   dapat   menjadi   pembelajaran   melalui 
pengalaman yang di dapatkan dari dunia kerja salah satunya di Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja  
Berdasarkan laporan latar belakang PKL diatas, adapun maksud dilaksanakannya 
PKL adalah : 
1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi 
lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 
3. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan PKL yakni pada sub 






4. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja 
5. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dalam dunia 
kerja yang sesungguhnya.  
 
Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini ada tujuan yang 
diharapkan dapat tercapai, yaitu: 
1. Menyiapkan  diri untuk menjadi  sumber  daya  manusia  berkualitas yang 
memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  serta  keahlian  yang sesuai 
dengan perkembangan zaman 
2. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di lingkungan 
kerja nyata.  
3. Menambah pengalaman  praktikan dan memperkenalkan praktikan akan 
dunia kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.  
4. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi dan 
Administrasi konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
5. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 





6. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang berbeda 
dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih tinggi 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
7. Melatih disiplin, kerja sama, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 
agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mendapatkan hasil yang 
positif dan bermanfaat bagi praktikan, Fakultas Ekonomi serta lembaga tempat 
praktik sebagai berikut : 
1. Bagi praktikan  
a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta 
menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan.  
b. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 
menjalankan suatu pekerjaan.  
c. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan lainnya 
yang bisa didapatkan di dunia kerja nyata.  
d. Mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya 








2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Sebagai sarana pengenalan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi khususnya jurusan Ekonomi dan Administrasi program studi 
Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi dan sebagai 
pertimbangan dalam menyusun program pendidikan di Universitas  Negeri 
Jakarta (UNJ).  
b. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang didapatkan 
selama perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia kerja.  
c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga.  
d. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan perusahaan yang ditempati untuk 
Praktik Kerja Lapangan (PKL).   
 
3. Bagi Instansi   
a. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL.  
b. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan 
oleh perusahaan atau lembaga yang terkait.  
c. Dapat   membantu   menyelesaikan   pekerjaan   sesuai   waktu   yang 





d. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara instansi 
dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerja 
sama yang saling menguntungkan. 
e. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik 
Kerja Lapangan tersebut. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dan ditempatkan pada subbagian Akuntansi biro Administrasi Keuangan dan Aset 
Setda. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dilakukan:  
Nama instansi : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Alamat  : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lantai 16, 
Jakarta Pusat 10110 
Telepon/Fax   : (021) 3822636, 3823271 / (021) 3822636 
E-mail     : dki@jakarta.go.id  
Website    : www.jakarta.go.id 
Praktikan melaksanakan PKL di Pemprov DKI Jakarta pada subbagian 
Akuntansi biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda. Praktikan melakukan 
beberapa pekerjaan, seperti menginput data buku kas umum (BKU) 10 biro, 
membuat laporan keuangan per biro seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 





Laporan Keuangan Konsolidasi. Alasan praktikan melaksanakan PKL pada sub 
bagian Akuntansi pada Biro AKAS yaitu karena bagian tersebut merupakan 
sarana yang tepat sebagai implementasi dari pengetahuan yang diperoleh dari 
bangku perkuliahan.  
 
E. Jadwal Waktu PKL  
Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Terhitung dari tanggal 18 Juli s.d. 19 Agustus 2016. Dalam melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan waktu kerja yang ditentukan oleh Balaikota DKI Jakarta yaitu 
dengan lima hari kerja dari hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 s.d 16.00 WIB. 
Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :  
1. Tahap Persiapan  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi selama bulan Januari-Februari 
mengenai tempat  instansi/perusahaan yang sesuai untuk praktik bulan Juli-
Agustus 2016. Setelah menemukan perusahaan yang sesuai praktikan meminta 
surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada 
pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik 
Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut dilakukan pada bulan Maret 
2016, surat pengantar tersebut diberikan pada Kepala Biro Administrasi Keuangan 






2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) 
bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli s.d 19 Agustus 2016, dengan ketentuan jam 
operasional:  
Hari masuk   : Senin – Jumat  
Jam kerja   : 07.30 – 16.00 WIB  
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB   
Pada tanggal  18 Juli 2016, praktikan dihubungi untuk datang pukul 07.30 
untuk melakukan tahap pengenalan serta pembekalan pra-PKL. Program tersebut 
dilaksanakan di ruangan Kepala Bagian Kepegawaian, Pelaporan dan Aset yang 
dipimpin oleh Pak Slamet dan Bu Suhardiyanti Purwani selaku kepala sub bagian 
Akuntansi serta pembimbing praktikan. Praktikan diberi arahan mengenai 
beberapa materi, yaitu;  
 Pengenalan tentang subbagian Akuntansi Biro Administrasi Keuangan dan 
Aset Setda Provinsi DKI Jakarta 
 Pengenalan Sistem subbagian Akuntansi Biro Administrasi Keuangan dan 
Aset Setda Provinsi DKI Jakarta  
 Tata tertib peserta praktik  








3. Tahap Pelaporan  
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 
Oktober 2016. Praktikan sudah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 
pelaporan PKL selama masih menjalani masa praktik kerja lapangan. Kemudian 







TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 
A. Sejarah Instansi 
Balai kota merupakan bangunan administratif utama bagi pemerintahan 
kota/daerah dan biasanya memuat dewan kota, departemen terkait dan para 
pegawainya. Balaikota Dibangun pada abad ke-19 dengan gaya Tuscan. Terletak 
di Jl. Medan Merdeka Selatan, semula digunakan sebagai tempat kediaman 
Burgemeester (walikota) disamping untuk kantor penyelenggaraan pemerintahan 
Kota Jakarta. Baru kemudian menjadi kantor Balai Kota sepenuhnya; setelah 
rumah kediaman resmi walikota dibuatkan di Jl. Suropati No.7, Jakarta Pusat.  
Sekitar tahun 1954 masa pemerintahan Walikota Soediro, kantor Balai 
Kota diperluas dengan penambahan gedung No.8. Dengan demikian kantor Balai 
Kota DKI Jakarta menempati dua gedung, yakni Jl. Medan Merdeka Selatan No.8 
dan 9. Pada tahun 1961 dengan adanya Keputusan Presiden tentang penggantian 
sebutan Kotapraja Jakarta Raya menjadi Pemerintah DKl Jakarta, maka kepala 
pemerintahannya tidak lagi seorang walikota melainkan gubernur. Sejak saat itu 
gedung Balai Kota lebih difungsikan sebagai kantor Pemerintah DKl Jakarta. 
Pada masa pemerintahan Gubemur Ali Sadikin, Balai Kota diperluas dan 
dilengkapi dengan gedung baru berarsitektur modern dengan fasilitas perkantoran 
yang lengkap. Dalam perkembangan selanjutnya bangunan di Jl. Medan Merdeka 
Selatan No.9 dibongkar, untuk kemudian didirikan bangunan bertingkat yang 





terletak di JI. Medan Merdeka Selatan No.8 masih berdiri dengan megah. Selain 
bangunan kuno yang masih ada di komplek Balai Kota ini, bangunan lainnya 
merupakan bangunan baru yang didirikan sekitar abad ke-20. Termasuk pula 
dalam komplek Balai Kota Pemerintah DKI Jakarta adalah gedung bertingkat 
yang menghadap ke Jl. Kebon Sirih.1 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusun pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaima dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah 
Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: 
a. Sekretariat Daerah;  
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat; 
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
e. Dinas;  
f. Lembaga Teknis Daerah;  
g. Kota Administrasi;  
h. Kabupaten Administrasi; 
i. Kecamatan;  
                                                          





j. Kelurahan;  
k. Satpol PP; dan  
l. Lembaga lain. 
Sekretariat Daerah atau biasa disingkat dengan Setda merupakan unsur 
staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah 
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan 
Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah.  
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 
menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan perangkat 
daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat 
Daerah; 
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Sekretariat Daerah; 
c. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; 
d. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah;  
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah 
oleh Perangkat Daerah; 





g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan 
pimpinan dan Sekretariat Daerah; 
h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah; 
i. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, 
akuntabilitas dan pelaporan Perangkat Daerah; 
j. Penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah dan protokol;  
k. Fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan 
lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;  
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan 
m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sekretariat Daerah. 
Sekretariat Daerah terdiri atas : 
a. Sekretaris Daerah;  
b. Asisten Pemerintahan, membawahi:  
1. Biro Tata Pemerintahan;  
2. Biro Hukum;  
3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan  
4. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.  
c. Asisten Administrasi dan Keuangan, membawahi:  
1. Biro Umum; dan  
2. Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah.  





e. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup membawahi Biro Penataan 
Kota dan Lingkungan Hidup; dan  
f. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi :  
1. Biro Kesejahteraan Sosial; dan  
2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 
Biro merupakan unit kerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sekretariat Daerah. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.2 
 
Gambaran Umum Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda  
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organsiasi 
Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Administrasi keuangan dan 
aset setda berada di bawah koordinasi asisten administrasi dan keuangan yang 
terdiri dari 3 bagian dan 9 sub bagian dengan struktur organisasi sebagai berikut: 
1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
b. Sub Bagian Keuangan Deputi; dan 
c. Sub Bagian Penganggaran 
2. Bagian Administrasi Sekretariat Daerah , terdiri dari: Sub Bagian Tata 
Usaha Sekretariat Daerah 
                                                          





a. Sub Bagian Tata Usaha Deputi; dan 
b. Sub Bagian Tata Usaha Biro 
3. Bagian Kepegawaian, Pelaporan, Dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah 
b. Sub Bagian Akuntansi; dan 
c. Sub Bagian Aset Sekretariat Daerah 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, biro administrasi keuangan dan 
aset setda mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 
Visi Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta 
“Menjadi biro yang dapat mengelola administrasi keuangan dan aset 
sekretariat daerah ang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.” 
 
Misi Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta 
1. Mewujudkan peran dan fungsi biro dalam pengelolaan administrasi 
keuangan dan aset sekretariat daerah 
2. Mewujudkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi SKPD sekretariat 
daerah; dan 






Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mempunyai dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA) sendiri, biro administrasi keuangan dan aset setda 
diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan pemerintah provinsi 
DKI Jakarta yang mengacu pada keputusan Gubernur nomor 1745 tahun 2015 
tentang entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan Pemprov DKI 
Jakarta.3 
 
B. Struktur Organisasi 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Pemprov DKI Jakarta 
dikepalai oleh Pak Achmad Firdaus. Biro ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian 
Keuangan Setda, bagian Administrasi Setda dan bagian Kepegawaian, Pelaporan 
dan Aset  Setda. Setiap bagian terdiri lagi dari sub-sub bagian. Setiap bagian dan 
subbagian memiliki tugas dan fungi masing-masing. Bagan struktur organisasi 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda terdapat pada lampiran. 
Deskripsi pekerjaan para pegawai: 
1. Kepala Bagian Keuangan Setda 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
c. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah 
                                                          





d. Pengelolaan keuangan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur 
 
2. Kepala Bagian Administrasi Setda 
a. Penatausahaan aset Sekretariat Daerah 
b. Penyusunan petunjuk teknis/pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset 
Sekretariat Daerah 
c. Penyusunan kebijakan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubernur 
d. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur 
e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
f. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Administrasi Keuangan 
dan Aset Sekretariat Daerah 
 
3. Kepala Bagian Akuntansi Setda 
a. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah dan 
aset Sekretariat Daerah 
b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah 
c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro 






4. Staf Sub bagian Kepegawaian 
a. Membuat/memproses Term of Reference (TOR) Subbag Kepegawaian 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
b. Membuat/memproses Administrasi Keuangan Subbag Kepegawaian Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
c. Membuat/memproses Laporan Kepegawaian Biro Administrasi Keuangan 
dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
d. Membuat/memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
e. Menghimpun rencana kebutuhan penempatan pegawai Biro di lingkungan 
Setda Provinsi DKI Jakarta 
f. Menghimpun/merekap Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban 
Kerja (ABK) pegawai Biro di lingkungan Setda Provinsi DKI Jakarta 
g. Membuat/memproses mutasi pegawai Biro di lingkungan Setda Provinsi 
DKI Jakarta 
h. Membuat Laporan Pembinaan pegawai Biro di lingkungan Setda Provinsi 
DKI Jakarta 
i. Menghimpun dan memproses kinerja para pegawai Biro di lingkungan 
Setda Provinsi DKI Jakarta 
j. Membuat Laporan Data Kepegawaian Biro Administrasi Keuangan dan 
Aset Setdaprov DKI Jakarta 
k. Menghimpun dan mengarsipkan cuti pegawai di lingkungan Biro 





l. Menghimpun dan dan mengarsipkan data dan nama-nama pegawai Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta sebagai peserta 
Diklat dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta 
m. Menghimpun, memproses dan mengarsipkan data kepangkatan 
kepegawaian Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI 
Jakarta 
n. Merekap dan memproses serta mengarsipkan data pegawai Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta yang akan 
pensiun/mengundurkan diri 
o. Menghimpun dan mengarsipkan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
p. Mengolah dan mengarsipkan data kepegawaian Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
q. Menghimpun dan merekap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
r. Mengarsipkan dokumen-dokumen kepegawaian Biro Administrasi 
Keuangan dan Aset Setdaprov DKI Jakarta 
 
5. Staf sub bagian Akuntansi 
a. Meneliti dan mengoreksi pelaksanaan Siklus Akuntansi Keuangan 
b. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan pada: 
 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 





 Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
 Biro Tata Pemerintahan 
 Biro Umum 
 Biro Hukum 
 Biro Perekonomian 
 Biro Kesejahteraan Sosial 
 Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 
c. Membuat laporan keuangan biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
semester I dan Akhir 
d. Menyusun Laporan Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap 
e. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi Semester I dan Akhir 
f. Memverifikasi dokumen laporan keuangan 
g. Mengklarifikasi dokumen laporan keuangan 




i. Membuat Laporan Kegiatan pada Sub bagian Akuntansi  








6. Sub bagian Aset 
a. Membuat rencana (anggaran dan kegiatan) pemeliharaan aset Biro di 
lingkungan setda 
b. Melaksanakan identifikasi dan analisis permohonan pemeliharaan aset 
setda 
c. Menyusun laporan pemeliharaan aset setda 
d. Menghimpun dan mencatat data aset setda 
e. Melakukan penelitian kelengkapan spj kegiatan subbagian aset setda 
f. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sub bagian aset setda 
g. Menyusun laporan kegiatan subbagian aset setda 
h. Meneliti usulan pemliharaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Biro-
biro di lingkungan setda 
i. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan/perawatan aset setda secara 
berkala 
j. Menginventarisasi aset tetap biro-biro di lingkungan setda 
k. Membuat rekapitulasi biaya-biaya (service, bahan bakar minyak, accu, 
ban, dan perpanjangan STNK) KDO biro-biro di lingkungan setda 
l. Membuat naskah dinas (Surat keputusan) pemeliharaan dan penghapusan 
KDO di lingkungan setda 
m. Meneliti dan mengevaluasi kelayakan pakai di lingkungan setda 
n. Melakukan koordinasi dengan biro-biro di lingkungan setda 





p. Mengetik dan memproses naskah dinas untuk kelancaran tugas pokok dan 
fungsi subbagian aset setda 
q. Memantau perkembangan naskah dinas subbagian aset setda 
r. Mempersiapkan bahan/kelengkapan rapat subbagian aset setda 
s. Mendokumentasikan surat kedinasan subbagian aset setda 
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah pemimpin 
 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah instansi pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara 
demokratis.  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh 
satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk 
kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala 
dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. 
Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan 
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan 





Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta berada 
dibawah naungan Asisten Administrasi dan Keuangan yang memiliki tugas untuk  
berkoordinasi dengan biro-biro lain di Sekretariat Daerah untuk mengelola 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Biro Aministrasi 
Keuangan dan Aset Setda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, praktikan 
ditempatkan pada subbagian Akuntansi yang merupakan dari bagian 
Kepegawaian, Pelaporan dan Aset Setda. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan: “Akuntansi (pemerintahan) adalah proses identifikasi, 
pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengkhtisaran transaksi dan kejadian 
keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”4 
Bidang kerja Akuntansi Pemerintahan bertugas melakukan pencatatan 
yang teratur atas penerimaan dan pengeluaran negara dalam laporan keuangan. 
Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang 
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
Subbagian Akuntansi memiliki tugas membuat laporan keuangan biro 
Administrasi Keuangan dan Aset Setda semester I dan Akhir, menyusun Laporan 
Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap, membuat Laporan Keuangan 
Konsolidasi Semester I dan Akhir, memverifikasi dokumen laporan keuangan, 
Mengklarifikasi dokumen laporan keuangan, mengarsipkan Berita Acara
                                                          





Rekonsiliasi 10 biro yakni: pendapatan, belanja dan aset, membuat Laporan 
Kegiatan pada Subbagian Akuntansi. 
Adapun cakupan  tugas  yang  menjadi  bagian  dari pekerjaan praktikan 
selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan pada subbagian Akuntansi adalah 
sebagai berikut:  
1. Menginput data Buku Kas Umum (BKU) biro-biro 
2. Membuat Laporan Keuangan Biro Administrasi, Keuangan dan Aset Setda 
Provinsi DKI Jakarta semester I 
3. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi semester I 
Selama ada waktu luang juga praktikan membantu menlaksanakan 
pekerjaan subbagian Aset setda, yaitu sebagai berikut: 
1. Mencacah Aset Biro Umum 
2. Merekapitulasi biaya-biaya (service, bahan bakar minyak, accu, ban, dan 
perpanjangan STNK) KDO biro-biro di lingkungan setda 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 1 bulan dimulai 
tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016. Kegiatan PKL ini 
dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di Balaikota DKI Jakarta yaitu 
Senin - Jum’at dengan waktu kerja pukul 07.30 – 16.00 WIB. 
Pada  hari  pertama  kerja,  praktikan  diperkenalkan  pada  unit  kerja 
lainnya dan diberikan penjelasan secara singkat. Setelah itu, diperkenalkan kepada 





yang akan dilakukan setiap harinya. Setelah paham, praktikan kemudian diberi 
beberapa pekerjaan yang akan dilakukan selama satu bulan ke depan yaitu : 
1. Menginput Data Buku Kas Umum (BKU) biro-biro 
a. Praktikan mendapat Buku Kas Umum dari masing-masing biro yang 
dibuat oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran biro. 
b. Praktikan menginput data transaksi yang terdapat pada BKU ke dalam 
sistem buatan pegawai pada Microsoft Excel. Praktikan menginput 
pada form yang terdiri dari Tanggal, No. Urut Transaksi (otomatis), 
Jenis Transaksi, Pembayaran, Kode Kegiatan, Nomor Bukti, Uraian, 
Kode Rekening, Kode SP2D, Rekening dan Jumlah. Praktikan 
menginput sesuai dengan kegiatan yang terjadi dengan baik dan benar. 
Setelah menginput transaksi, sistem tersebut otomatis memasukkan 
kegiatan yang telah diinput ke dalam Jurnal, Buku Besar dan Neraca 
Lajur. Kemudian praktikan mengecek apakah nilai akun Sisa UP yang 
terdapat pada Neraca Lajur sudah sesuai dengan saldo akhir yang 
tertera pada BKU. Jika sudah sesuai maka praktikan telah menginput 
dengan benar, namun jika tidak sesuai maka berarti ada kesalahan pada 
input kegiatan dan harus mengoreksi kembali pada Jurnal. 
 
2. Membuat Laporan Keuangan Biro Administrasi, Keuangan dan Aset Setda 
Provinsi DKI Jakarta semester I 
Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menginput BKU, dan 





a. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai 
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan 
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya.5 
b. Laporan Operasional 
Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas plaporan yang tercerminkan dalam 
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 
Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada 
periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi ekuitas. 
d. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
CALK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan 
serta menjelaskan kinerja pemerintah dala tahap pengelolaan keuangan. 
                                                          





Selain itu, dalam CALK memberikan penjelasan atas segala informasi 
yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih 
mudah dicerna. 
 
3. Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi semester I 
Laporan Konsolidasi merupakan laporan gabungan dari 10 biro yang 
dikelola oleh Subbag Akuntansi Biro Administrasi Keuangan dan Aset 
Setda Provinsi DKI Jakarta. Praktikan menggabungkan neraca lajur dari 
10 biro, kemudian menggabungkan menjadi satu file Microsoft Excel, dan 
sudah ada sistem otomatis yaitu Matriks Laporan Keuangan sehingga 
praktikan hanya tinggal menginput laporan keuangan biro-biro saja. 10 
biro tersebut terdiri dari: 
 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri 
 Biro Pendidikan Mental dan Spiritual 
 Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 
 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
 Biro Umum 
 Biro Hukum 
 Biro Perekonomian 
 Biro Kesejahteraan Sosial 







4. Melengkapi data lampiran untuk penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD/UKPD semester I tahun Anggaran 2016 
Praktikan melengkapi lampiran-lampiran pada 10 Biro untuk penyusunan 
Laporan Keuangan SKPD/UKPD semester I tahun Anggaran 2016. 
Berkas-berkas yang dilengkapi seperti: 
 Buku Kas Umum Bulan Juni 
 Rekening Koran Bulan Juni (Per 30 Juni 2016) 
 Rekap Pajak Periode Januari s.d Juni 2016 
 Berita Acara Pemerikasaan Kas Per 30 Juni 2016 
 Daftar Hutang Pajak dan Tali Per 30 Juni 2016 
 Daftar Hutang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2016 
 Daftar Setoran Pengembalian LS/TU s.d 30 Juni 2016 
 Rekap Mutasi Aset Per 30 Juni 2016 
 Daftar Persedian  (Stock Opname) Per 30 Juni 2016 
 Daftar Penyisihan Piutang Per 30 Juni 2016 
 Rekap Beban Per 30 Juni 2016 
 Rekap Pendapatan LO Per 30 Juni 2016 
 Rekap RK PPKD Per 30 Juni 2016 
 Rekap Koreksi Ekuitas Per 30 Juni 2016 
 Neraca Per 30 Juni 2016 
 Laporan Operasional Per 30 Juni 2016 
 Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2016 





5. Mencacah Aset Biro Umum 
Praktikan mendapatkan data aset biro umum dari subbagian Aset dan 
kemudian mencari aset di biro umum seperti meja, printer, komputer, 
kursi, dan lain-lainnya, setelah menemukan aset yang sesuai dengan yang 
ada di data, praktikan memberi label yang merupakan nomor urut pada 
aset tersebut. Nomor urut tersebut juga merupakan bukti kepemilikan 
bahwa aset-aset tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
 
6. Merekapitulasi biaya pajak KDO biro-biro di lingkungan setda  
Praktikan mendapatkan data rekapitulasi Pajak Kendaraan Dinas 
Operasional dari subbag Aset dan dokemen berupa fotokopi Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak KDO 10 biro di lingkungan Setda 
Provinsi DKI Jakarta. Praktikan mencocokkan apakah data dari hasil 
rekapitulasi telah sesuai dengan dokumen  KDO 10 biro tersebut. Data 
yang disesuaikan dengan dokumen adalah: 
 Nomor Kendaraan 
 Tanggal Perolehan Kendaraan 
 Tanggal Berlaku Kendaraan 
 Jumlah Nominal Pajak 
 
7. Mengarsipkan Laporan Tenaga Ahli 
Praktikan menggandakan laporan dari tenaga ahli BAPPEDA bulan 





Data-data yang diarsipkan seperti: 
 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
 Foto Copy Surat Penyedia Dana (SPD) 
 Kwitansi yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga, PPTK, 
Bendahara, dan disetujui ditandatangani oleh PA/KPA 
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Dokumen SPP-LS 
dari PPTK 
 Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur/Wajib Pajak dan 
Distempel 
 Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PA/KPA atau PPK 
dengan Pihak ke-3 
 Foto Copy Rekening Bank Pihak ke-3 
 Foto Copy NPWP Pihak ke-3 
 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Lampirannya 
 
C. Kendala yang dihadapi 
Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  praktikan  selama  melakukan 
Praktik Kerja Lapangan adalah : 
1. Sarana dan fasilitas yang terbatas 
Sarana yang dimaksudkan adalah terbatasnya jumlah meja dan 
kursi serta komputer sehingga praktikan sedikit kesulitan dalam 






2. Penggunaan sistem baru dalam melaksanakan pekerjaan 
Sistem dibuat oleh pegawai subbagian akuntansi untuk 
mempermudah pembuatan laporan keuangan, namun karena sistem 
tersebut hanya dikuasai oleh satu orang sehingga praktikan dan pegawai 
lain masih mengalami kesulitan. 
3. Data yang kurang lengkap 
Data yang dimaksudkan adalah kurang lengkapnya informasi yang 
tercantum pada data seperti kode kegiatan pada Buku Kas Umum biro-biro 
yang tidak dicantukan sehingga memperlambat kerja praktikan karena 
setiap kode kegiatan memiliki fungsi dan jenis kegiatan yang berbeda. 
4. Seringnya waktu luang karena belum mendapatkan data dari biro lain 
Pada dasarnya subbagian akuntansi mengerjakan laporan keuangan 
konsolidasi dengan menggabungkan laporan keuangan dari biro-biro lain 
dan baru dapat mengerjakan setelah biro tersebut mengirimkan datanya. 
Hal ini menyebabkan adanya waktu luang karena menunggu data hingga 
dikirimkan.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan kendala yang di hadapi, praktikan melakukan hal-hal untuk 
meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Praktikan berusaha meminjam komputer kepada pegawai yang sedang 






Karena ada pegawai yang seringnya bekerja di luar, maka 
praktikan meminjam meja kerjanya untuk melaksanakan pekerjaan saat 
pegawai tersebut tidak menggunakannya. 
2. Praktikan berupaya untuk belajar mengenai sistem tersebut dengan 
bertanya kepada pegawai dan juga mempelajari sistem tersebut sendiri. 
Praktikan mempelajari sistem baru tersebut dengan cara mencatat 
langkah-langkah membuat laporan menggunakan sistem dan mencatat 
fungsi-fungsi penting dari setiap bagian yang ada pada sistem tersebut. 
3. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan 
Praktikan berupaya untuk terus bertanya kepada pegawai yang 
bertugas untuk membimbing praktikan bagaimana cara yang efektif untuk 
menentukan jenis kegiatan biro-biro. Selain  bertanya,  praktikan  juga  
berusaha untuk memahami dengan baik tugas yang diberikan.  
4. Praktikan mengisi waktu luang dengan melakukan pekerjaan lain 
Menurut Soetarlinah Sukadji yang melihat arti istilah waktu luang dari 
3 dimensi yaitu: 
a. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai 
waktu yang tidak digunakan untuk bekerja mencari nafkah, 
melaksanakan kewajiban dan mempertahankan hidup 
b. Dari segi pengisian, waktu luang adalah waktu yang dapat 
diisi dengan kegiatan pilihan sendiri atau waktu yang 
digunakan dan dimanfaatkan sesuka hatiDari segi fungsi, 





mengembangkan potensi, meningkatkan mutu pribadi, 
kegiatan terapuetik bagi yang mengalami gangguan emosi, 
sebagai selingan hiburan, sarana rekreasi, sebagai 
kompensasi pekerjaan yang kurang menyenangkan, atau 
sebagai kegiatan menghindari sesuatu.6 
Praktikan memanfaatkan waktu luang dengan memeriksa kembali 
pekerjaan yang telah dilakukan apakah ada yang perlu diperbaiki atau 
tidak atau meminta pekerjaan kepada pegawai lain pada subbagian 
Kepegawaian dan Aset Setda.  
                                                          








Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja. Salah 
satunya adalah dengan di adakannya program Praktik Kerja Lapangan yang dapat 
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang 
telah didapat selama masa perkuliahan ke dunia kerja yang nyata. Program ini 
juga berguna untuk melatih mahasiswa untuk beradaptasi dilingkungan kerja dan 
dapat mengetahui kemampuan apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja.   
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh banyak 
pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi khususnya 
akuntansi pemerintahan yaitu pada subbagian akuntansi. Selama menjalankan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menemukan beberapa kendala 
namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi baik dari diri sendiri maupun 
pihak luar seperti pegawai yang turut membantu mengatasi kendala-kendala 
tersebut. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan di Bank Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : 
1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan akuntansi 





2. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 
memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan 
kerja. 
3. Praktikan dapat lebih mempelajari tanggung jawab dan kedisiplinan 
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. 
4. Praktikan memahami dokumen kearsipan instansi pemerintahan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan, ada beberapa saran yang kiranya praktikan berikan untuk dapat 
membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih 
baik. berikut  ini  adalah  saran  yang  bisa praktikan ber4ikan dalam pelaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan yaitu : 
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, sebaiknya selalu 
berkomunikasi dengan mahasiswa lain yang telah melaksanakan PKL agar 
lebih memudahkan dalam mencari tempat PKL. 
b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan segala hal yang 
berhubungan dengan PKL dipersiapkan dari jauh – jauh  hari seperti 
mencari tempat PKL dan berkas – berkas untuk memenuhi syarat PKL. 
c. Perlu diperhatikan pula bidang yang akan ditempatkan selama pelaksanaan 
PKL sesuai dengan bidang kuliah yang sedang dipelajari agar tidak 





d. Setelah mendapatkan tempat PKL mahasiswa diharapkan melaksanakan 
setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan mematuhi 
peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tempat 
pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik Universitas.  
e. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mudah 
bersosialisasi dengan karyawan dan memahami pekerjaan yang diberikan 
serta menjalin hubungan baik dengan para pegawai di tempat PKL untuk 
dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait dengan bidang 
kerja yang sedang dilakukan. 
 
2. Bagi Universitas  
a. Sebaiknya pihak Universitas Negeri Jakarta menjalin kerjasama dengan 
pihak perusahaan, baik perusahaan negeri maupun swasta. Hal tersebut 
agar memudahkan mahasiswa pada saat akan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di perusahaan, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi.  
b. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh khususnya 
pada tahap persiapan PKL. 
c. Memberikan pengarahan terhadap mahasiswa sebelum melakukan PKL 
serta pembekalan dan bimbingan terkait program PKL agar memiliki 








3. Bagi pihak instansi 
a. Memberikan penugasan yang sesuai dengan kemampuan setiap peserta 
PKL di Instansi tersebut sehingga peserta PKL dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan benar. 
b. Instansi memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa agar dapat 
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Lampiran 1. Format Penilaian  
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama   : Farida Eka Safitri 
No. Reg  : 8105142667 
Program Studi  : Pendidikan Ekonomi/Pendidikan Akuntansi 2014 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah : 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan bahasa yang baku, baik dan 
benar 
0-15  
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 
studi 
b. Kejelasan uraian 
0-25  
3. Informasi 
a. Keakuratan informasi 






B. Penilaian Presentasi Laporan   
1. Penyajian 
a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, benar 
dan efektif 
0-20  
2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan Jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan argumen 
0-20  







































































Lampiran 8. Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2016 
No. Bulan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt 
1. Pendaftaran PKL           




          
3. Surat Permohonan 
PKL ke 
instansi/perusahaan 
          
4. Penentuan 
Supervisor 
          
5. Pelaksanaan 
Program PKL 
          
6. Penulisan Laporan 
PKL 
          
7. Penyerahan Laporan 
PKL 
          
8. Koreksi Laporan 
PKL 
          
9. Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
          
10. Batas Akhir 
Penyerahan PKL 
          








Lampiran 9. Lembar Kegiatan Harian Harian PKL  
LEMBAR KEGIATAN HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
No. Hari Tanggal Aktivitas 
1. Senin 18 Juli 2016  Merevisi data buku kas umum 
 Fotokopi Laporan Keuangan 
Konsolidasi Buku 2 lampiran 2 
2. Selasa 19 Juli 2016  Mencacah barang (memberi label 
pada aset Biro Umum) 
 Menghitung nilai aset Biro AKAS 
 Menginput data BKU Biro 
Kesejahteraan Sosial 
3. Rabu 20 Juli 2016  Menginput data BKU Biro 
Kesejahteraan Sosial  
 Mengikuti rapat Laporan Keuangan 
semester awal 2016 
 Menginput BKU Biro Umum bulan 
Februari – Maret 2016 
4. Kamis 21 Juli 2016  Menginput BKU Biro Hukum bulan 
April 2016 
5. Jumat 22 Juli 2016  Menginput BKU Biro Umum bulan 
Mei 2016 
6. Senin 25 Juli 2016  Mengoreksi laporan kas Biro 
Kesejahteraan Sosial 
7. Selasa 26 Juli 2016  Mencacah barang (memberi label 
pada aset Biro Umum) 
 Mengoreksi laporan kas Biro Umum 





8. Rabu 27 Juli 2016  Mengarsipkan data laporan 
 Fotocopy data tenaga ahli 
 Mengarsipkan data rekapitulasi tenaga 
ahli Bappeda tahun 2016 
9. Kamis 28 Juli 2016  Mengoreksi laporan biro PKLH 
 Mengkonlidasi neraca lajur 10 Biro 
 Mempelajari gambaran umum biro-
biro 
10 Jumat 29 Juli 2016  Mengecek data rekapitulasi pajak 
kendaraan dinas operasional 
 Mempelajari alur jurnal yang berlaku 
di biro AKAS 
11. Senin 1 Agustus 2016  Fotokopi neraca lajur biro AKAS dan 
laporan konsolidasi 
 Mencocokkan data neraca lajur dengan 
rekapitulasi konsolidasi 
12. Selasa 2 Agustus 2016  Mempelajari bagian anggaran dan 
audit pada laporan konsolidasi 
 Fotokopi surat penerimaan hasil kerja 
tenaga ahli 
13. Rabu 3 Agustus 2016  Mengoreksi neraca lajur biro Hukum, 
Tapem, KDH, PKLH, dan AKAS pada 
laporan konsolidasi tahun 2016 
14. Kamis 4 Agustus 2016  Mengoreksi data laporan keuangan 
pada CALK biro AKAS 
 Mengoreksi neraca lajur biro AKAS 
pada laporan konsolidasi 
15. Jumat 5 Agustus 2016  Mengecek dan mengedit laporan 
keuangan per biro dengan matriks 





 Menginput rekapitulasi realisasi 
belanja 10 biro 
16. Senin 8 Agustus 2016  Mengecek dan merekonsiliasi laporan 
realisasi belanja 
17. Selasa 9 Agustus 2016  Mencatat surat masuk bagian aset 
18. Rabu 10 Agustus 
2016 
 Mencacah barang (memberi label pada 
aset Biro Umum) 
19. Kamis 11 Agustus 
2016 
 Merekapitulasi mutasi aset setiap biro 
 Menginput data pada CALK 
konsolidasi 
 Mengarsipkan data laporan tenaga ahli 
20. Jumat 12 Agustus 
2016 
 Melengkapi berkas untuk penyusunan 
laporan keuangan SKPD/UKPD 
semester I 
21. Senin 15 Agustus 
2016 
 Menyusun data lampiran untuk 
laporan kapitalisasi 10 biro 
22. Selasa 16 Agustus 
2016 
 Menyusun data lampiran untuk buku 
laporan keuangan AKAS tahun 2016 
 Membuat cover buku laporan 
kapitalisasi belanja modal 
 Mengarsip data kendaraan dinas 
operasional 
23. Kamis 18 Agustus 
2016 
 Membuat surat untuk undangan rapat 
dengan BPKAD dan 10 biro 
24. Jumat 19 Agustus 
2016 
 Membuat cover buku laporan 
keuangan konsolidasi 
 Merapikan dan menyusun data untuk 






Lampiran 10. Struktur Organisasi  
Struktur Organisasi 
Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 


































































































Lampiran 21. Format Neraca Konsolidasi 
 
 
 
